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Gakkum KLHK 
Mengamankan 40 

Kontainer Kayu Ilegal dari 
Papua Barat

“Hasil operasi ini adalah bukti 
keseriusan KLHK memberantas 
pembalakan liar mulai dari hulu 

hingga hilir. Pemberantasan yang 
komprehensif bisa menjadi sinyal 
yang kuat buat para perusahaan 
penadah kayu ilegal dari Papua 
agar menghentikan usaha ilegal 

itu,” kata Rasio Ridho Sani, 
Direktur Jenderal Gakkum KLHK. 
“Penting menyelamatkan sumber 
daya alam Papua,” lanjut Rasio 

Ridho Sani. (04/12/2018)
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Gambar. 5  - Nawacita 4 Kepastian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya 
dukung lingkungan dan ekosistem;
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PRIORITAS NASIONAL 4 : PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR
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Program Prioritas 04 - 
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

5



Kegiatan Prioritas - 03 
  Rehabilitasi Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
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Kegiatan Prioritas - 04 
Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum 

Bidang Sumber Daya Alam dan LH
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Program 
Prioritas
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Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah 
berupaya untuk memadukan dan memperkuat 
penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian 
pencapaian sasaran pembangunan nasional. 
 
Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 
yang menggunakan prinsip money follows program. 
Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 
(satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui 
dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga 
dilakukan pada level Kementerian/Lembaga. 
 
Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut 
dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana 
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dalam 
kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan 
hidup dan kehutanan, RPJMN 2015-2019 telah 
diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019 dan 
Renstra Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis dan akan 
kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan 
dengan memperhatikan prioritas nasional pada tahun 
berjalan. 
 

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam 
pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja- 
KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan 
Renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, 
rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan 
menggunakan sistem aplikasi e-planning KRISNA 
(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja 
Anggaran). Dokumen Renja-KLHK menjadi acuan bagi 
Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II 
serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku 
penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana 
Kerja Tahunan. 
 
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan HIdup dan Kehutanan Tahun 2019 ini 
bertujuan untuk: 
 
1. Memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun 
Rencana Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis 
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan; 
 
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahunan yang selaras antara perencanaan, 
penganggaran dan pengendalian kinerja.

9



10



S S .  1

S S . 2

S S . 3  

I K U  1

I K U  2

I K U  3

I K U  4

I K U  5

I K U  6

I K U  7

11



S P .  1

S P .  2  

S P . 3  

I K P  1  -  

I K P  2  -  

I K P  3  -  



Persentase penanganan 
kasus pengaduan, 
penyelesaian sengketa, 
dan penegakan hukum 
meningkat setiap tahun

Meningkatnya 
Pencegahan dan 
Pengamanan Hutan

Persentase penanganan 
kasus pengaduan, 
penyelesaian sengketa, 
dan penegakan hukum 
meningkat setiap tahun

Meningkatnya 
Pencegahan dan 
Pengamanan Hutan

Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan terkait 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan

Jumlah penyelesaian 
kasus sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyelundupan dan 
peredaran ilegal TSL

Seluruh Unit Kawasan 
Hutan (termasuk Kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan

Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan terkait 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan

Jumlah penyelesaian 
kasus sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyelundupan dan 
peredaran ilegal TSL

Seluruh Unit Kawasan 
Hutan (termasuk Kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan

Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan terkait 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan

Jumlah penyelesaian 
kasus sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyelundupan dan 
peredaran ilegal TSL

Seluruh Unit Kawasan 
Hutan (termasuk Kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan
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Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu 
lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan 
lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar 
lembaga penegak hukum. 
Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan 
meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada 
kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan 
hukum terkait kejahatan sumber daya alam 

1. Penanganan Perubahan Iklim Serta Peningkatan 
Kualitas Informasi Iklim Kebencanaan 
2. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati 

3. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup 
4. Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana 
Hidrometeorologis 
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

6. Pengelolaan Lingkungan Pesisir, Terumbu Karang, dan 
Pulau-Pulau Kecil
7. Pengembangan Jasa LingkunganPeningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum 

terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM LHK dapat 
lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
terjadi. 
Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas 
penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan 
hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi 
yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat 
memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan 
mengawal kegiatan penegakan hukum. 
Pendekatan penegakan hukum yang akan 
digunakanantara lain: Peningkatan kapasitas penegakan 
hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan 
multi rejim hukum (Multidoors), dan penerapan kebijakan 
simb0lik. 14



Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan Hutan  
Produksi Lestari

Pengendalian 
Pencemaran 

dan Kerusakan 
Lingkungan

Pengendalian Daerah Aliran Sungai 
dan Hutan Lindung

Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Penelitian, 
Pengembangan 

dan Inovasi

Penyuluhan dan 
Sumberdaya 

Manusia

Pengendalian 
dan 

Perubahan 
Iklim

Konservasi 
Sumber Daya 

Alam 
dan 

Ekosistem

Pengelolaan 
Sampah, Limbah 

dan B3
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Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM 
Direktur Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Kemal Amas, M.Sc 
Sekretaris Direktorat Jenderal

Dr.Drs. Sugeng Priyanto, M,Si 
Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif

Edward Sembiring, S.Hut, M.Si 
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera

Jasmin Ragil, SH, MH 
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Ir. Sustyo Iriyono, M,Si 
Direktur Pencegahan dan Pengamanaan Hutan

Yazid Nurhuda, SH, MA 
Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc 
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Subhan, S.Hut, M.Si 
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan

Ir. Muhammad Nur, MSP 
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

A.G Martana, S.Hut, M.H 
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua
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Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Penyediaan Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup

Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

Penyediaan Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, 
Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 100.272.000.000,-

Anggaran Responsive Gender (ARG)
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Guna menjaga keseimbangan pembangunan dan daya 
dukung lingkungan hidup perlu dibangun sistem 
pengawasan pemanfaatan sumber daya alam. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya 
alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan 
hukum, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hutan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum 
KLHK). 
PELUANG 
Upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan 
lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan 
adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara 
Republik Indonesia dan tujuh undang-undang tentang 
konservasi, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, 
sampah dan pencucian uang.  Penegakan hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan ini juga terlaksana 
dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari 
pemimpin negara yang tercermin dalam Nawacita dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 
Dukungan masyarakat, kolaborasi dan kordinasi institusi 
penegakan hukum, keterbukaan informasi dan 
pemanfaatan teknologi semakin menunjang terciptanya 
sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan yang bertujuan mencapai pembangunan 
yang berwawasan lingkungan. 20



TANTANGAN 
 
Ditjen Gakkum KLHK berurusan dengan 
kejahatan yang luar biasa (extra ordinary 
Crime) karena tipologi kejahatan yang 
bervariasi, modus operandi yang kompleks 
serta dilakukan oleh multi aktor. Dampak 
yang ditimbulkan menyebabkan kerugian 
yang besar yaitu menjadi penyebab 
terjadinya bencana ekologis (banjir, 
kekeringan, kebakaran hutan), 
mengurangi pendapatan negara secara 
signifikan, mengganggu kesehatan 
masyarakat dan mengganggu aktifitas 
masyarakat. Sehingga dibutuhkan 
penangangan yang luar biasa pula, 
 
" Fight Against Xtraordinary Crime. "

21



22



23



24





HAKIM PENGADILAN 
NEGERI SUNGAILIAT 

HUKUM 3 TAHUN 
PENAMBANG ILLEGAL
“Kami akan mengembangkan 

kasus ini untuk menindak pelaku- 
pelaku terkait lainnya. Pada saat 
ini, Penyidik KLHK dan beberapa 

penyidik lainnya sedang 
mengembangkan pendekatan 

multidoor yaitu penyidikan berlapis 
untuk meningkatkan efek jera, 

termasuk menggunakan undang- 
undang tindak pidana pencucian 

uang (TPPU)”. Kami mengapresiasi 
putusan majelis hakim dan ini 
merupakan titik masuk untuk 

pengembangan kasus selanjutnya. 
Kami bekerjasama dengan banyak 

pihak termasuk PPATK untuk 
mendapatkan informasi aliran 
keuangan dari pelaku terkait 

pertambangan illegal ini. - Yazid 
Nurhuda, Direktur Penegakan 

Hukum Pidana, Ditjen GAKKUM 
KLHK.



PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

600 
Izin

500 
Izin

300 
Izin

500 
Izin

650 
Izin

650 
Izin

1.094 
Izin

597 
Izin

238 
Izin

600 
Izin

Target

Capaian

75 Kasus 
P-21

75 Kasus  
P-21

142 Kasus 
P-21

88 Kasus 
P-21

120 Kasus 
P-21

100 Kasus 
P-21

134 Kasus 
P-21

150 Kasus 
P-21

118 Kasus 
P-21

100 Kasus 
P-21

2015 2016 2017 2018 2019

3.072.198 
Ha

986.529 
Ha

3.005.360 
Ha

3.500.000 
Ha 

2.389.000*  
Ha

4.000.000 
Ha

5.000.000  
Ha 

2.675.000  
Ha 

3.000.000 
Ha

Capaian

Target

2.600.000  
Ha 

a. Meningkatnya ketaatan pemegang 
izin lingkungan terhadap peraturan 
terkait pengelolaan lingkungan hidup 
dan kehutanan

b. Jumlah Penyelesaian kasus sampai 
P-21 untuk Penebangan Liar, 
Penyelundupan dan Peredaran Illegal 
Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

c. Seluruh Unit Kawasan Hutan 
(termasuk kawasan konservasi) yang 
dapat dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan

I n d i k a t o r  K i n e r j a  P r o g r a m

* Prognosis Kinerja Program 25



PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGNOSIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018

0

100

200

300

400

15 Oktober 31 Oktober 15 November 30 November 15 Desember 31 Desember

Rp. 209.015.548.367,-

Rp.356.109.888.100 ,-

Rp. 242.000.000.000,-

Rp. 275.000.000.000,-

Rp. 308.000.000.000,-

Rp. 342.000.000.000,-

95.55%Pagu 2018 =Rp.372.694.807.012 ,-

26* Prognosis Kinerja Anggaran



I .  K e g i a t a n  P e n g a d u a n ,  P e n g a w a s a n  d a n  S a n k s i  A d m i n i s t r a s i

P e n a n g a n a n  P e n g a d u a n  y a n g  d i t i n d a k l a n j u t i  

Pengaduan

Pengaduan  masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam yang disampaikan 
oleh masyarakat tertangani sehingga pencemaran dan/atau kerusakan yang 
ditimbulkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan  dapat diatasi. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi, dunia usaha, organisasi 
lingkungan hidup dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat 
Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi Administrasi dengan melibatkan Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di 5 (lima) wilayah 
regional.

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

1000 
Pengaduan

500 
Pengaduan

500 
Pengaduan

500 
Pengaduan

1.250 
Pengaduan

900 
Pengaduan

529 
Pengaduan

684 
Pengaduan

562 
Pengaduan

1.200 
Pengaduan

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan
27



I .  K e g i a t a n  P e n g a d u a n ,  P e n g a w a s a n  d a n  S a n k s i  A d m i n i s t r a s i

Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 

Izin

Tujuan dilakukannya pengawasan izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 
adalah: 
a. meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan 
kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta 
peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam. 
b. Pengawasan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang akurat dan menyeluruh 
untuk penegakan hukum dan dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
c. memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung 
pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

600 
Izin

500 
Izin

300 
Izin

500 
Izin

650 
Izin

575 
Izin

1.094 
Izin

597 
Izin

238 
Izin

600 
Izin

*Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan
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I .  K e g i a t a n  P e n g a d u a n ,  P e n g a w a s a n  d a n  S a n k s i  A d m i n i s t r a s i

K e g i a t a n  P e n g e n a a n  S a n k s i  A d m i n i s t r a t i f  

Sanksi

Penegakan hukum administratif pemanfaatan sumberdaya alam diharapkan 
secara langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal 
dekat kegiatan usaha dan/atau kegiatan, maupun masyarakat yang tinggal dekat 
dengan pusat-pusat industri untuk mendukung terwujudnya kondisi kualitas 
lingkungan yang baik. 
Masyarakat yang tinggal dekat pusat-pusat industri maupun kegiatan usaha, 
cenderung akan menerima perbaikan kualitas lingkungan setelah kegiatan usaha 
melaksanakan kewajiban/perintah sanksi administratif dan menjamin pemanfaatan 
sumberdaya alam secara berkelanjutan. Penegakan hukum administratif ini akan 
bermanfaat bagi usaha dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah. 

27

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

140 
Sanksi

70 
Sanksi

70 
Sanksi

45 
Sanksi

100 
Sanksi

130 
Sanksi

126 
Sanksi

220 
Sanksi

48 
Sanksi

95 
Sanksi

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan
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I I . K e g i a t a n  P e n y e l e s a i a n  S e n g k e t a  L i n g k u n g a n  H i d u p

P e n d a f t a r a n  g u g a t a n  p e r d a t a  l i n g k u n g a n  h i d u p   
m e l a l u i  p e n g a d i l a n  

Gugatan

Kegiatan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum melalui Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan yang efektif dan berkualitas.  
Adapun ruang lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, 
yaitu : KLHK, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung,  Instansi Terkait (Pusat dan Daerah), Aparat 
Penegak Hukum, Instansi Lingkungan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ahli, 
Lawyer, Dunia Usaha, LSM, dan Masyarakat.

28

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

10 
Gugatan

10 
Gugatan

10 
Gugatan

10 
Gugatan

10 
Gugatan

10 
Gugatan

9 
Gugatan

10 
Gugatan

5 
Gugatan

10 
Gugatan

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan 30



I I . K e g i a t a n  P e n y e l e s a i a n  S e n g k e t a  L i n g k u n g a n  H i d u p

K a s u s  S e n g k e t a  y a n g  d i s e l e s a i k a n  d i  l u a r  
p e n g a d i l a n  d a l a m  b e n t u k  k e s e p a k a t a n  

Perkara

Kegiatan Untuk mencapai kepastian hukum melalui Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan serta memberikan fasilitasi penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup . 
Adapun ruang lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, 
yaitu KLHK, Instansi Lingkungan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ahli, 
Dunia Usaha, LSM, dan Masyarakat.

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

20 
Kesepakatan

18 
Kesepakatan

15 
Kesepakatan

14 
Kesepakatan

25 
Kesepakatan

23 
Kesepakatan

39 
Kesepakatan

40 
Kesepakatan

25 
Kesepakatan

24 
Kesepakatan

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan 31



I I I . K e g i a t a n  P e n c e g a h a n  d a n  P e n g a m a n a n  H u t a n

L u a s  H u t a n  y a n g  d i a m a n k a n  d a r i  g a n g g u a n   
d a n  a n c a m a n  b i d a n g  K e h u t a n a n  

0

5

10

15

3.072.198 Ha
4.058.727 Ha

7.064.087 Ha

10.564.087 Ha

13.164.087 Ha

Hektar

Tujuan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan adalah mewujudkan keamanan 
kawasan hutan dan hasil hutan melalui pencegahan ancaman dan penanggulangan 
gangguan.  

30

2015 2016 2017 2018 2019

3.072.198 
Ha

986.529 
Ha

3.005.360 
Ha

3.500.000  
Ha

2.389.000*  
Ha

4.000.000 
Ha

5.000.000  
Ha 

2.675.000  
Ha 

3.000.000 
Ha

Capaian

Target

2.600.000  
Ha 

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan
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IV .  Kegiatan Penegakan Hukum Pidana L ingkungan Hidup dan Kehutanan

K a s u s  P i d a n a  L H K  y a n g  d i s e l e s a i k a n  ( P - 2 1 )  

P-21

Tujuan dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan adalah: 
 
 

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

100 
P-21

75 
P-21

142 
P-21

88 
P-21

125 
P-21

100 
P-21

134 
P-21

150 
P-21

118 
P-21

120 
P-21

Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk para pelaku usaha;  
Menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat;  
Menjamin terjaganya sumber daya alam bagi keberlangsungan pembangunan 
dan, 
Memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.  

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan 33



V .  D u k u n g a n  M a n a j e m e n  d a n  P e l a k s a n a a n  T e k n i s  U n i t  L a i n n y a

S A K I P  D i r e k t o r a t  J e n d e r a l  P e n e g a k a n  
H u k u m  L i n g k u n g a n  H i d u p  d a n  K e h u t a n a n ;  

Poin

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi dari swakelola dan pelaksanaan 
oleh pihak ke tiga dengan penyiapan beberapa metode pelaksanaan yang meliputi: 

Target

Capaian

2015 2016 2017 2018 2019

76 
Poin

75 
Poin

72 
Poin

70 
Poin

78 
Poin

76 
Poin

70,43 
Poin

76 
Poin

68 
Poin

78 
Poin

Pertemuan teknis dalam rangka koordinasi dan mengumpulkan data dan bahan 
masukan;  
Pembekalan yang menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten;  
Pengembangan fasilitas, dan pengadaan peralatan pendukung proses;  
Kunjungan kerja dalam rangka menghadiri rapat/konvensi  
Kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan, dan studi banding;  
Penyusunan bahan telaahan dan kajian;  
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri (KLN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). 

34
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Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan 
Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

P r o y e k  K / L

O u t p u t

99.8%

99.60%

Target 5.000.000 Hektar

99.5%

Prognosis Rp. 64.745.394.260

Anggaran Rp. 65.070.748.000,-

Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman 
bidang kehutanan;

Prognosis 
99%

Sisa Anggaran 
1%
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Prognosis 3.500.000 Hektar
70.00%



Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDAP r o y e k  K / L

99.5% 99.1% 99.9% 99.7%

99.8%

Prognosis 100 P-21

Target 75 P-21

O u t p u t Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
diselesaikan (P-21);

99.60%

Prognosis Rp. 64.934.050.680

Anggaran Rp. 65.194.830.000,-,

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%
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Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pemanfaatan SDAP r o y e k  K / L

99.5% 99.1%

99.9% 99.7% 99.3%

Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

99.8%

Prognosis 900 Pengaduan

Target 1.000 Pengaduan

99.60%
Prognosis Rp. 13.468.509.600,-

Anggaran Rp 13.522.600.000,-

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%

37
O u t p u t

90.00%



Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam 
pemanfaatan SDA

P r o y e k  K / L

99.5% 99.1%

99.9% 99.7% 99.3%

108,33%

Realisasi 650 Izin

Target 600 Izin

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 
ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU 
LH; 

99.60%

Prognosis Rp. 13.695.000.000,-

Anggaran Rp 13.750.000.000,-

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%

O u t p u t
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Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan Sumber Daya 
Alam

P r o y e k  K / L

99.5%

99.1% 99.9% 99.7% 99.3%

92,86%

Realisasi 130 Sanksi

Target 140 Sanksi

Penerapan Sanksi AdministrasiO u t p u t

99.60%

Prognosis Rp. 13.695.000.000,-

Anggaran Rp 13.750.000.000,-

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%
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Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDAP r o y e k  K / L

99.5% 99.1%

99.9% 99.7% 99.3%

90,00%

Realisasi 9 Gugatan

Target 10 Gugatan

Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan HidupO u t p u t

99.60%

Prognosis Rp. 9.560.604.000,-

Anggaran Rp 9.599.000.000,-

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%
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Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

P r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan SDAP r o y e k  K / L

99.5%

99.1%

99.9% 99.7% 99.3%

50,00%

Prognosis 50% dari Total Perkara

Target 75% dari Total Perkara

Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di 
luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

O u t p u t

99.60%

Prognosis Rp. 8.565.600.000,-

Anggaran Rp 8.600.000.000,-

Prognosis  
99%

Sisa Anggaran 
1%
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B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

40

Target 1800 Orang

1. Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam 
Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi 
standar minimum; 
 
2. Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan 
Pengawasan memenuhi standar minimum 
 
3. Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana 
PPNS;

99.8%

97,22 %Prognosis 1750 Orang

99.5% 99.1% 99.9%

96,67%Prognosis 290 Orang

99.5% 99.1% 99.9%

97,50 %Prognosis 390 Orang

Prognosis Rp. 51.001.730.052,-Anggaran Rp 52.796.822.000,- 96.60%

Target 300 Orang

Target 400 Orang

42

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

Politik, Hukum dan Pertahanan KeamananP r i o r i t a s  N a s i o n a l  2 0 1 8

Kepastian HukumP r o g r a m  P r i o r i t a s

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya AlamP r o y e k  P r i o r i t a s  N a s i o n a l

Penyediaan Sarana dan Prasarana Apgakum Bidang SDAP r o y e k  K / L
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1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

a Pengaduan yang masuk tertangani

b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan

c. Penerapan  Sanksi adminitrasi

2.  Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

a. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan
b. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

3.  Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

4.  Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)

Proyek Prioritas Nasional -  002 : 

Proyek Prioritas Nasional - 003

Kegiatan Prioritas - 4 : 
Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 
Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 
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1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

2.  Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

3.  Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

4.  Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

d. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum

c. Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum

b. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui 
kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

b. Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum  

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003

Kegiatan Prioritas - 3 : 
Rehabilitasi  Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

43

Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 
Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 

44



43

5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaak Teknis Unit Lainnya

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 

1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

3.  Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

4.  Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sarana Prasarana  Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Sarana Prasarana  Pencegahan dan Pengamanan Hutan 

Sarana Prasarana  Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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INTEGRITAS 

PROFESIONAL 

PEDULI 

RESPONSIF



Infografis 1- Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2015 s .d 31 Desember 2018
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Infografis 2 - Capaian Kinerja Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2015 s .d 31 Desember 2018

324 Operasi 
19.626,17  m3 
269  P-21 
6 Kasus Fasilitasi Polri/Jaksa 

ILLEGAL LOGGING

247 Operasi 
226.095  ekor 
10.899  bag. tubuh satwa 
190 P-21 

399 Operasi 
12.626.012  Ha 
91 P-21 
11 Kasus Fasilitasi Polri/Jaksa 

TUMBUHAN  SATWA LIAR  DILINDUNGI

PERAMBAHAN HUTAN

414 Pengawasan Izin dari 138 Perusahaan 
174 Sanksi Administrasi 
13 Gugatan 
72 Fasilitasi Kejaksaan (Pidana) 
3 Pidana (P-21) 

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

637 Pengawasan Izin dari 113 Perusahaan 
38 Sanksi Administratif, 
3 Gugatan 
33 Pidana (P-21) 
6 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan  

2.434 Pengawasan Izin dari 672 Perusahaan 
299 Sanksi Administratif 
1 Gugatan Melalui Pengadilan 
13 Pidana (P-21) 
64 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan  

KERUSAKAN LINGKUNGAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN
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Infografis 3 - Data Terpilah Sumber Daya Manusia ( Polhut, SPORC, PPLH dan PPNS)  s .d  27 Desember 2018
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Tabel. 1 - Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2015 s .d 2019

0

111,250,000,000

222,500,000,000

333,750,000,000

445,000,000,000

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp. 206.461.762.000,- *

Rp. 278.980.372.000,-

*Selfblocking TA 2016, Rp. 40,536,156,000

Rp. 218.386.000.000,-

Rp. 443.634.941.000,-

Rp. 372.694.807.012 ,-

Dalam Rupiah 

Per Tahun  
Anggaran
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Tabel. 2 - Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2019 (Per Oktober 2018)

Belanja Pegawai 
24%

Belanja Ops 
7%

Belanja Non Ops 
70%

Rp. 104.604.239.000RM

P N B P

Belanja PegawaiBelanja OperasioanalBelanja Non Operasional

Rp. 29.997.693.000Rp.214.033.009.000

--Rp.   95.000.000.000

Rp. 104.604.239.000Rp. 29.997.693.000Rp.309.033.009.000

Sumber Dana

Sumber DanaRp. 348.634.941.000,-

Rp.  95.000.000.000,-

Rp. 443.634.941.000,-

Jumlah

Jumlah
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Tabel. 3 - Kerangka Pendanaan Per Kegiatan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun 2019 (Oktober 2018)

1. PPH 
30%

2.PSLH 
4%

3.PPSA 
15%4.PHP LHK 

15%

5.DUKMAN 
36%

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya

1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 159.901.932.000,-

Rp. 134.235.727.000,-
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Rp. 16.847.223.000,-

3. Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Rp. 64.768.840.000,-
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutana

Rp. 67.881.219.000,-

Anggaran Per Kegiatan

Rp. 443.634.941.000,-

Anggaran Program 

*Rekapitulasi.Krisna.2019 52



Tabel. 4 - K
erangka P

endanaan P
er S

atuan K
erja D

irektorat Jenderal G
A

K
K

U
M

 LH
K

 Tahun 2019 (P
er O

ktober 2018)

0

18,375,000,000

36,750,000,000

55,125,000,000

73,500,000,0001.Dit. PPSA

2. Dit. PSLH

3.Dit. PPH

4. Dit PHP LHK

5. Dukman6. UPT Sumatera7.UPT Jabalnusra8.UPT Kalimantan

9.UPT Sulawesi10. UPT Mapua

Rp. 35.028.400.000,-

Rp. 43.672.713.000,-

Rp. 73.424.432.000,-

Rp. 61.862.516.000,-

Rp. 60.440.151.000,-

Rp. 52.870.693.000,-

Rp. 46.633.285.000,-

Rp. 18.841.273.000,-

Rp. 33.805.480.000,-

Rp. 17.055.998.000,-
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Tabel. 5 - Anggaran Prioritas Nasional,  Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Penerapan  Sanksi adminitrasi 

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 
melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 002 

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan 

Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam 
bentuk kesepakatan 

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara 
dinyatakan lengkap) 

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003

Kegiatan Prioritas - 4 : Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Rp.   65.254.442.000,-

Rp. 105.723.407.000,-
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Tabel. 6 - Anggaran Prioritas Nasional,  Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi 
Administrasi di DAS Citarum 

Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum 

Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan 
ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli 
dan operasi 

Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum  

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003 Rp. 12.481.160.000,-

Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas - 4 : Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan



Tabel. 7 - Target dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

a Pengaduan yang masuk tertangani
b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat 
penaatan perusahaan
c. Penerapan  Sanksi adminitrasi

500 Pengaduan
500 Izin

10 Gugatan
15 Kesepakatan

3.000.000 
Hektar

45 Sanksi

2.  Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

a. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan
b. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di 
luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

3.  Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan 
ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, 
patroli dan operasi

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup 
dan kehutanan

b. Jumlah Penyelesaian kasus sampai P-21 untuk 
Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal 
Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
c. Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk kawasan 
konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan

4.  Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 
(berkas perkara dinyatakan lengkap)

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

88 Kasus 
P-21

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya

a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan

70 
Poin

500 Pengaduan
300 Izin*

10 Gugatan
54 Kesepakatan

2.389.000* 
Hektar

70 Sanksi

88 Kasus 
P-21

70 
Poin

500 Pengaduan
500 Izin

10 Gugatan
56 Kesepakatan

4.000.000 
Hektar

70  Sanksi

75 Kasus 
P-21

75 
Poin

1.000 Pengaduan
600 Izin

10 Gugatan
45 Kesepakatan

5.000.000 
Hektar

70  Sanksi

75 Kasus 
P-21

76 
Poin

1.250 Pengaduan
650 Izin

10 Gugatan
20 Kesepakatan

2.675.000 
Hektar

3.000.000 
Hektar

2.389.000* 
Hektar

4.000.000 
Hektar

5.000.000 
Hektar

2.675.000 
Hektar

100 Sanksi

125 Kasus 
P-21

78 
Poin

65 %

40 Kasus

60 %70 %60 %

40 Kasus- -

650 Izin

125 Kasus

* Output Pagu Selfblocking TA 2016
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Tabel. 8 - Distribusi Target Per Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

h. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara 
dinyatakan lengkap)

i. Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum 

PUSAT JBNSUM SUL MAPUAKAL

a Pengaduan yang masuk tertangani

b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan

c. Penerapan  Sanksi adminitrasi

e. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

g. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam 
bentuk kesepakatan

f. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 
melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

OUTPUT

- - - - -

- -

- - -

-- -

--

- - - --

d.Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum 

f. Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum

g. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang 
kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

- -

- - - --

-

-- - -
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Tabel. 9 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Pengaduan yang masuk tertangani 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Penerapan Sanksi Administratif 

Target Anggaran

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Target Anggaran

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum  

PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENANGANAN  PENGADUAN, 
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2019 Rp. 35.028.400.000,-

57



Tabel. 10 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa  Lingkungan Hidup

Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kasus Sengketa Lingkungan HIdup yang diselesaikan diluar pegadilan dalam bentuk 
kesepakatan

Gugatan Perdata Lingkungan Hidup terkait DAS CITARUM  melalui Pengadilan 

Target AnggaranTarget Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA 
LINGKUNGAN HIDUP  TAHUN 2019 Rp. 18.841.273.000,-



Tabel. 11 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 
melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 
melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Target AnggaranTarget Anggaran
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PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN 
HUTAN TAHUN 2019 Rp. 33.805.480.000,-



Tabel. 12 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara 
dinyatakan lengkap) 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum  

Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK 

Target AnggaranTarget Anggaran
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PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019 Rp. 17.055.998.000,-



Tabel. 13 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tekni s Unit Lainnya Ditjen GAKKUM LHK

Layanan Dukungan Manajemen Eselon  I

Layanan Sarana Prasarana  Internal

Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja

Layanan Perkantoran

Target Anggaran

Output SeDitJen Gakkum

Target Anggaran

Output Kegiatan
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PAGU ANGGARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT 
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN TAHUN 2019

Rp. 46.633.285.000,-



Tabel. 14 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sumatera

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
WILAYAH SUMATERA

Rp. 73.424.432.000,-

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) 

Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Tabel. 15 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA

Rp. 61.862.516.000,-

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) 

Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan 
operasi 

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum  

Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum  
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Tabel. 16 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Kalimantan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
WILAYAH KALIMANTAN

Rp. 60.440.151.000,-

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) 

Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Tabel. 17 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sulawesi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
WILAYAH SULAWESI

Rp. 52.870.693.000,-

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) 

Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Tabel. 18- Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Maluku Papua

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Anggaran

PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
WILAYAH MALUKU PAPUA

Rp.43.672.713.000,-

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi 

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan  

Pengaduan yang masuk tertangani 

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan 

Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) 

Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Tabel. 19 - Perjanjian Kinerja Menteri LHK dengan Dirjen Penegakan Hukum LHK Tahun Anggaran 2019
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